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" Olehs Prof HAS Natabaya, SH LM

L Penflahiluan’

._Z:Pén'ge_r'_t'ian }ia{é -:_‘.:‘.kl,.la.lit.E.i_S%_’ dalam Judul tﬁ.li._san di atas adalah -

menggambarkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari
sejak hulu sampai ke hilir yang telah memenuhi aturan main yang ditetapkan
dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentulan Peraturan Perundang-undangan (UU-P3), dan UU lain serta
peraturan perundang-undangan pelaksanaannya yang berkaitan dengan
pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan Daerah.
Di samping itu peraturan perundang-undangan yang berkualitas apabila telah
memenuhi aspirasi dan keinginan masyarakat luas, sehingga peraturan
perundang-undangan tersebut dipatuhi dan ditaati karena kesadaran hukum
masyarakat yang tinggi dan bukan karena keterpaksaan. Terakhir, tolok
ukur kualitas peraturan perundang-undangan tersebut apabila telah
ditetapkan (melalui kasus) oleh Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan
dengan UUD 1945 (bagi UU) atau oleh Mahkamah Agung tidak
bertentangan dengan UU (bagi peraturan perundang-undangan di bawah
[516) N
" Namun demikian karena peraturan perundang-undangan (khususnya
UU dan Perda) adalah produk politis maka kalau dikaitkan dengan kata
“politik”, paling tidak ada dua makna yang harus disepakati terlebih dahulu
agar dapat mengikuti isi tulisan ini. Perfama, adalah politik dalam artian
kebijakan (policy/beleids) dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan sejak dari hulu sampai dengan hilir dan dari jenisnya yang paling
tinggi dalam hirarkinya sampai dengan yang paling rendah baik produk pusat
maupun daerah. Kedua, kita akan membicarakan politik dalam artian politik
praktis yang diambil oleh para anggota DPR dan DPRD dalam menjalankan
fungsi legislasinya, dalam arti bagaimana tingkah laku dan langkah politik
DPR/DPRD (sebagai pembentuk UU/Perda yang utama (primaire

' Hakim Mahkamah Konstitusi (2003 s/d sekarang), Mantan Kepala BPHN Departemen
Kehakiman (2000-2002) dan Staf Ahli Khusus Menteri Kehakiman (2002-2003).
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wetgever) yang diwujudkan oleh para anggota Dewan yang terkelompok
‘dalam fraksi-fraksi partai politik_dalam menyikapi dan menyiasati
- pembentukan UU/Perda yang (baca: seharusnya) merupakan aspirasi atau
- keinginan masyarakat luas yang kemudian dituangkan dalam norma-norma
- pasal UU/Perda, serta tingkah dan langkah Pemerintah (Presiden/Kepala
Daerzh) sebagai pembentuk UU/Perda setta (mede wetgever) dalam
pembahasan RUU/Raperda. Dari sudut filosofis, sosiologis, dan yuridis,
secara normatif sudah tertuang dalam UU-P3 beserta Lampirannya yang

- berisi Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
- (termasuk di dalamnya aspek kebahasaan dalam pembentikan norina). Dari

 sudut psikologis, dan ekonomis, tercermin dalam masatah biaya péﬁﬁbfuatan
dan penegakannya apakah efisien dan efektif ataukah tidak. Semmanya ini

ada hubungannya dengan kualitas suatu peraturan perundan g-undangan.

. Input dan Ouiput Tahap PraRancangan -

. Dalem proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tahap
pra rancangan (perencanaan, pengkajian, dan naskah akademik) sebagai
embrio (khususnya) RUU/Raperda, agar kualitas hasil penelitian dan
pengkajian dan penyusunan naskah akademiknya dapat ditingkatkan, maka
perlu masukan-masukan (inpuz) berupa permasalahan-permasalahan yang
dicarikan solusinya harus benar-benai masalah yang mendasar, penting,
dan substansial dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Masalah-masalah tersebut kemudiar dicarikan solusinya melalui
pengkajian dan penelitian sesuai dengan metoda baku penelitian, Dan
akhirnya dengan hasil penelitian dan pengkajian yang berkualitas akan
bermuara pada tersusunnya naskah akademik yang berkualitas pula karena
telah didasarkan pada penelitian dan pengkajian secara komprehensifdari
berbagai sudut antara Jain sudut filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pada tahap
ini kualitas dari penelitian, pengkajian, dan naskah akademik juga tidak
lepas dari kualitas para peneliti yang menyusunnya. Para peneliti ini haruslah
di samping mempunyai pendidikan formal standar yang diperlukan sebagai
peneliti juga mempunyai ketrampilan khusus sebagai peneliti baik yang
menjabat sebagai pejabat fungsional peneliti maupun bukan. Naskah
akademik RUU/Raperda ini merupakan embrio dari RUU/Raperda baik
yang dipersiapkan oleh Dewan maupun oleh Pemerintah. Naskah akademik
ini dapat dipersiapkan oleh DPR/DPRD (dalam hal ini Badan Legislasi di
DPR atau Panitia Legislasi di DPRD) maupun oleh Pemerintah dan
perguruan tinggi.
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: Sebaglaﬁ orang merigamkan perancangan peraturan perundan g—undangan e
sec it Menurut pendapat ini, perancangan peraturan perundang-_l_ o
: undanoan mempakm kegiatan “merumuskan” bahan-bahan hukum ke dalam -
tuk yang bersifat normatlf Dengan demihan menurut pandangan ini,
angan per aturan pertmdanguundang'm hanya berkenaan denganaspek
~kebahasaan, sepertl pilihan kata (diksi), istilah, frasa, dan penyusunan"_f' '
“kalimat, seria hal-hal lainnya yang berkaitan dengan teknik penyusunan. S
peraturan perundang—undangan Dengan mengu&sai teknik ini mereka

_ '--.peranc

beranggapan sudah cukup untuk dapat merancang peraturan perundang-
undangan denganbaik: Pandangan ini menurut beberapa penulis di bawah
ini; sebenarnya tidak seluruhnya salah, tetapz kurang lengkap. Dari beberapa
bahan kepustakaan perancangan peraturan pemndang~1.ndangan meliputi

berbagai kegiatan antara lain menurut Reeds Dickerson (1965:7) adalah.

tahap ‘conception (konsepsi) dan tahap composition (komposisi}.
Berdasarkan pendapat ini maka dapat dilihat bahwa pandangan yang

mengangeap perancangan peraturan perundang-undangan sebagail kegiatan:
yang menyangkut perumusan; hanya merupakan sebagian saja dalam proses.

perancangan peraturan perundang-undangan. Jauh sebelum menuligkan
penanya ke dalam bentuk rumusan-rumusan hukum, para Perancang
terlebih dahulu harus melakukan beberapa kegiatan. Bahkan menghabiskan
sebagian besar waktu yang diperlukan (95%), sedang waktu selebihnya
(5%) digunakan untuk komposisi (Reeds Dickerson, 1965: 46).

Di Indonesia, kegiatan-kegiatan semacam di atas, juga telah dilakukan.

selama ini baik sebelum dan selama perancangan peraturan perundang-
undangan di instansi pemerintah Pusat dan Daerah. Kegiatan pra
perancangan antara lain dengan mengadakean studi kelayakan, penelitian
dan pengkajian serta penyusunan naskah akademisnya. Sedangkan kegiatan
~selama perancangan (khususnya RUU/Raperda) dilakukan dalam suatu
panitia antardep/antarinstansi sampai dengan disetujuinya bersama oleh
Presiden/Kepala Daerah dan DPR/DPRD.

Pada tahap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
(khususnya RUU dan Raperda) agar bahan-bahan yang didapatkan dari
penelitian, pengkajian dan naskah akademik yang sudah dikategorikan
berkualitas tadi dapat disusun dalam bentuk RUU/Raperda yang juga
berkualitas, maka penggarapannya harus melibatkan para pembentuk
peraturan peundang-undangan yang berkualitas pula. Dalam hal ini secara

i1

a}am_teorl dan praktlk sermg klta berbeda pendapat dengan apa'._;
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- yundis—konstltusmnal dlwaklh oleh anggota Dewan (legislator) dan pejabat:
dari pemerintah (Pr esnien dan Menteri beserta Stafnya, khususnya para
perancang peraturan perundang-undangan atau legzslanve drafter di_

- 'lmgkungan pemcrmtah Pusat dan Kepala Daerah berserta S nya

_-khususnya para legzslanve draﬁer daerah).. D1 hngkungan Dewan para
_iegmlator juga. dapat memanfaatkan Staf Ahli (termasuk para legzslatwe

' draﬁer) yang disedlakan oleh. Kesekretanatan Dewanuntuk membantu
menyusun rancangan peraturan perundang undangan yang menjadl

' "Z-ms;at}ﬁ]ya _ G S : o o

' EV Input dan Output Dan Masyarakat

Agar suatu rancanoan peraturan perundang- undangan kelak dapat
d1patuh1 oleh masyarakat, keterlibatan masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung juga memegang peranan penting dalam meningkatkan
kualitas suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan
masyarakat ini juga merupakan proses demokratisasi dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Semakin banyak dan intens masyarakat
terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik
di lingkungan Dewan maupun di lingkungan pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka semakin kecil
reaksi menentang (negatif) dari masyarakat nantinya setelah rancangan
tersebutmenjadi peraturan perundang-undangan.

- Namun demikian keterlibatan masyarakat ini juga harus ditentukan
kuantitas dan kualitasnya sehingga tidak asal melibatkan saja. Keterlibatan
masyarakat harus disesuaikan dengan substansi yang (akan) diatur dalam
suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Artinya para pembentuk
peraturan perundang-undangan harus menentukan golongan (wakil)
masyarakat mana saja yang dapat dilibatkan. Bahkan keterlibatan tersebut
terus dapat dilanjutkan setelah suatu rancangan peraturan perundang-
undangan sudah jadi melalui sosialisasi, sebelum dibahas bersama dengan
Dewan (RUU/Raperda), ataupun sebelum disahkan/ditetapkan menjadi
peraturan perundang-undangan bagi rancangan di bawah UU dan Perda.

Keterlibatan masyarakat juga dapat terus dilanjutkan pada pembahasan
di DPR/DPRD baik secara langsung melalui rapat dengar pendapat umum
(RDPU) maupun seyogyanya secara tidak langsung melalui komunikasi
tertulis maupun lisan yang dialamatkan kepada Panitia Khusus (Pansus)
atau Menteri yang mewakili Pemerintah (Presiden) yang membahas suatu
RUU. Pada tingkat daerah, keterlibatan langsung dari masyarakat ini juga
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f _-_pentlng daiam penyusunan Raperda Leb1h le‘mh kaiau RUU/Raperda
~tersebut sangat sensitif karena menyangkut kepeutmcran Khusus bagi -
igolon ean :terféntu dalam masyarakat Indonesia yang sangat pluralistis,
“sehingga menjadi conditio sine quanon dalam pembentukan peraturan’-;ﬁi B

'_ perundang—undangan tersebut

it dan Gutpm ’fahap Pembah san. Da BE’RIDPRD

Anggota DPR/DPRD dan Premden/KepaIa Daerah tersebut dipilih langsung -
olehrakyat melalui pemlhhan umum (?emﬂu) dan pemilihan kepala daerah - 3
(Pllkada) Di atas sudah dibedakan makna kata “poht;k” Dalam subbaglan_' g
inikata “poht1k” diartikan sebagal langkah dan Strategi politik. anggota Dewan -
dalam menyikapi dan menyiasati pembentukan suaty RUU/Raperda.
Langkah ini perlu dztmgkatkan kualitasnya dengan memngkatkan kualitas

para anggota Dewan itu sendiri. Peningkatan tersebut dapat berupa
pendidikan standar minimal S 1, pendidikan keahlian/ketranipilan, maupun
penambahan pengetahuan dan wawasan dengan mengadakan studi
banding ke beberapa negara. Mengenal keahlian/ketrampilan teknis
penyusunan RUU tidek merupakan kewajiban karena dapat memanfaatkan

para legzslarzve drafter yang diperbantukan kepada mereka. Namun dalam -
hal ini justru keahlian/ketrampilan para legislative drafier itulah yang harus .

ditingkatkan kualitas profesionalitasnya melalui berbagai pendidikan maupun
kursus-kursus ketrampilan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dewan sebagai lembaga politik tentunya tidak lepas dari kepentingan
politik para anggotanya (partai politik). Menjadi semacam kewajaran di
mana saja di seluruh dunia para anggota Dewan menyuarakan aspirasi
politik partainya, sedangkan aspirasi masyarakat (konstituennya) menjadi
nomor dua. Partai Politik yang diwakili oleh anggota Dewan tersebut yang
berkualitas tentunya akan menyuarakan para konstituennya dalam
pembahasan suatu RUU sehingga aspirasi para Konstituennya tentunya akan
selaras dan serasi dengan suara anggota Dewan dalam menentukan
pendapatnya dalam pembahasan suatu RUU/Raperda.

Tidak jarang dalam pembahasan suatu RUU terjadi kompromi politik
yang kadang berkualitas kadang tidak. Dikatakan berkualitas kalau
kompromi politik tersebut adalah sesuai dengan kehendak mayoritas
masyarakat atau sesuai dengan kepentingan umum. Tidak berkualitas kalau

13

Pemngiaian Kualuas Pcraturan Pewndang undangan"-'__-_ e

N Sebaga_11nana diuraikan di atas UU/Perda adalah produk p011t1s__-'-.:";:..':_' |
: ___'.'berbaju yuridis. Dikatakan produk pol1t1s karena dibentuk oleh 1embaga_'_i_ e
~politik yaitu’ DPRJDPRD dan Pememntah/?re&den dan Kepala Daerah. -




WWW Vol. 4 No. 2. Juni 2007

; komprom1 polmk tersebut hanyalah untuk kepentmgan goiongan bahkan

- “perorangan. Oleh karenaitu dalam halini menjadi suatu keniscayaan | bahwa

B ~anggota Dewan tersebut adalah seorang negarawan karena mewakili Takyat
- untuk mengatur kepentingan rakyat banyak dalam suatu UU/Perda
) "_Demlkzan pula seorang Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah adalah

-Juga negarawan karena diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memzmpm
pemerintahan (negara dan daerah) dan salah satu tugasnya membuat

s peraturan perundang«undangan (UU dan Perda) yang men gatur kepentmgan

b Dalam pembahasan RUU/Raperda sebagalmana dlutarakan d_ atas
- _mas1h perlu melibatkan kembali masyarakat baik secara langsung maupun
tldak langsung, khususnya masyarakat yang akan terkena langsung oleh
UU/Perda tersebut. Namun keterlibatan ini Juga harus dibatasi pada tahapan
sebelum suatu RUU/Raperda dlbahas bersama (tahap pra rancangan inisiatif
baik di DPR maupun DPRD, sebeium ditentukan menjadi rancangan mlsaatzf)
dan pada saat pembahasan bersama DPR/DPRD dan Pemerintah/Pemda
melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), sehingga masukan-masukan
yang diberikan oleh masyarakat dapat ditampung secara efisien dan efek_:_ti_f

Vi. Input dan Quiput Tahap Penegakan Hukum

Dalam sistem hukum suatu bangsa paling tidak akan terdiri atas tiga
komponen yang saling terkait dan saling tergantung serta tidak dapat
dipisahkan satu dengan lainnya. Komponen pertama adalah pembentuk dan
aparatur penegak hukumnya. Komponen kedua adalah hukumnya sendiri
yang dibentuk oleh pembentuknya dan bagaimana penegakan hukumnya
oleh aparatur penegak hukum. Ketiga adalah budaya hukuim serta kesadaran
hukum masyarakat bangsa tersebut. Kalau ketiganya berjalan seiring, serast
dan seimbang maka otomatis hukum sebagai alat untuk mengatur
masyarakat bangsa tersebut ke kehidupan yang teratur, damai, dan
berkeadilan, akan eksis menjadi suatu budaya hukum yang terinternalisasi
dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Friedman, bahwa sistem hukum pada umumnya mempunyai
tiga unsur yang saling terkait dan pengaruh-mempengaruhi yang merupakan
suatu totalitas yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sistem hukum (legal
sistem) tidak dapat dipandang sebagai sekedar kaidah hukum (materi
hukum) yang abstrak normatif, yang lazim disebut “de wetten papieren
muyr”. Friedman dalam bukunya, the Legal Sistem, Russel Sege Foun-
dation, New York (1975:5) memandang “sistem” sebagai “an operating
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x 'umr wzrh defemz‘e boundemes % Memaham1 kata ‘sistem”. sebagm an
' -'opemtmg unit: (umt operaswnal), mensyaratkan gerak dinamis- antar-

‘pelbagai komponen pendukung sistem. Tiga komponen pada setiap si istem

‘hukum menurut Friedman yaitu Pertama; Substan31 {(Substance or the -
'rules) Kedua, Struktur (Structure) Keng Budaya Hukum (Legal - -
Culture). Ketiga hal ini kalau dikaitkan dengan system, yang berlaku dalam - -
‘beberapa masyarakat hukum adat dapat d1ana10gﬂ<;an semacam tzgo tungku :

:sajarangan atau dalzharz naz‘olu

1. substansi (materi muatan peraturan perundang-undangan); 2. struktur

(yaztu pembentukannya dan penegakannya); 2. kultur (kesadaran hukum

atan budaya masyarakat untuk melaksanakannya) yang semuanya }tu_

berbasis pada Pancasila dan UUD 1945.

Penegakan hukum (peraturan perundang-undangan) merupakan bagian
dari struktur (structure) sekaligus materi/substansi (substances) dan budaya
hukum (culture) sebagaimana dikatakan Friedman di atas. Mengapa karena
dalam penegakan hukum (peraturan perundang-undangan) tersebut
mencakup aparatur penegak hukunnya yang harus berkualitas. Artinya para
aparatur penegak hukum tersebut haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing secara profesional dan tidak pilih buln dalam melakukan
kewajibannya serta adil dalam mengambil keputusan, Aparatur penegak
hukum ini yang inti adalah polisi, jaksa, pengacara (advokat), dan hakim.
Apabila keempat aparatur penegak hukum ini profesional dan berjalan
sesuai dengan standar dan ketentuan hukum yang berlaku maka semua
tindakannya tentunya akan berkualitas pula yang muaranya adalah
terpenuhinya rasa ketentraman, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
Di samping itu dalam tahap penegakan hukum ini menyangkut materi/
substansi hukum yang ditegakkan sekaligus budaya hukum masyarakat yang
terkena atau akan terkena hukum tersebut.

Berbicara mengenai budaya hukuni, suatu peraturan perundang-
undangan yang sesuai dengan uraian di atas dan sudah memenuhi unsur-
unsur dan asas pembentukannya yang baik, sehingga dianggap berkualitas,
namun dalam penerapannya juga akan tergantung kepada kualitas anggota

?  Untuk memahami peraturan perundang—undangan Indonesia sebagai suatu sistem
lihat dan baca buku karangan HAS Natabaya : Sistem Peraturan Perundang-
undangan Indonesia dan Buku karangan Jimly Ass1dd1qae Perihal Undang-Undang
di Indonesia, diterbitkan oleh Sekreiariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitust Repubhk Indonesig, Jakarta, 2006.
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.masyarakat yang akan terkena oleh peraturan tersebut. Kalau kuahtas
‘anggota’ masyarakat tmggl dankepatuhan kepada hukum juga ting ggi, maka
Insya Allah peraturan yang berkualitas ditopang oleh masyarakat : yang
kualitas kesadaran hukumnya: tmggl akan memuluskan Jalannya negara
' hukum yang demokratis, - i
- Terakhir, sebagal tolok ukur berkuahtas atau tldaknya suatu peraturan
perundang -undangan dapat dilihat dari sering atau tidaknya atau tidak
a ‘pernahnya dilanggar oleh masyarakat Apab;la suatu peraturan perundang-
undangan khususnya UU sering dla_;ukan pengujiannya baik ke Mahkamah
- Konstitusi (UU) maupun ke Mahkamah Agung (peraturan perundan -
undangan di bawah UU) perlu dxpertanyakan kualitasnya apakah sudah
dilakukan pembuatannya sebagaimana diuraikan di atas atau belum. Kalau
ditellti sudeh mungkin tidak bicara soal kualitas, melainkan barangkah
peraturan perundang»undangan tersebut sudah waktunya diganti atau diubah
karena memang sudah tidak sesuai 1ag1 dengan perkembangan zaman.

VIil. Penutup

Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berkualitas
haruslah dilihat secara komprehensif. Artinya tidak hanya dilihat dari aspek
legalitas saja namun juga harus dilihat dari aspek lainmya misalnya dari aspek
prosedural, kelembagaan, pembentuknya (SDM), penegakan hukumnya
dan budaya hukum masyarakat yang terkena peraturan tersebut.

Kualitas peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya kualitas
SDM pembentuk dan penegakiya serta budaya hukum masyarakatnya akan
memuluskan jalannya negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi
yang berdasarkan hukum, dan muaranya adalah meningkatnya kualitas
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
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